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A. Pengantar 
Materi kesembilan ini mengajak mahasiswa untuk dapat bentuk-bentuk keputusan pemerintah, khususnya beschikking. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap keputusan pemerintah yang berupa beschikking.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk keputusan pemerintah. 
2. Mahasiswa memahami keputusan pemerintah yang berupa beschikking.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk keputusan pemerintah.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan secara detail mengenai beschikking.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar keputusan tata usaha negara selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 30 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Berdasarkan UU No.5 tahun 1986, terdapat tiga jenis keputusan:
1. Ketetapan (Beschikking)

2. Peraturan (Regeling)

3. Perbuatan Material (material daad)

Ad. 1. Ketetapan (Beschikking)

Dalam suatu negara hukum modern, di mana negara ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara diberikan juga “tugas politik”. Kepada administrasi negara juga diberikan tugas membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan ini istilah hukumnya adalah “Tugas Legislatif”
Ketetapan atau beschikking sering disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), KTUN adalah Keputusan aparat pemerintah yang bersegi satu karena akibatnya hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja.
Ketetapan bukan monopoli bestuur saja, tetapi badan pembuat undang-undang dan hakim pun dapat membuat ketetapan. Ketetapan yang dibuat oleh hakim misalnya ketetapan mengenai pengangkatan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur.

Beschikking diatur pada Pasal 1 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini beschikking adalah: 1) Penetapan tertulis, 2) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, 3) yang berisi tindakan hukum di bidang HTUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4) yang bersifat konkrit, individual dan final, 5) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.
Pengecualian:
Ada ketetapan yang secara lisan, misalnya permohonan cuti yang diajukan kepada pimpinan, jika selama waktu tertentu tidak diberikan, maka dianggap ditolak, ini merupakan suatu keputusan lisan.

Menurut Prins:

Beschikking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit yang dilakukan oleh badan pemerintahan berdasarkan wewenang khusus.

Tentang kedudukan beschikking dalam peraturan perundang-undangan menurut Teori Stufenbau adalah:


        UUD’45
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          UU


Peraturan Pelaksana


Beschikking 

Ketetapan ini dapat dilihat dari segi:

1. Definisinya.

2. Bentuknya.

3. Isinya.

4. Sifatnya.

5. Fungsinya.

6. Kedudukan dalam tertib hukum Indonesia.

Dalam praktek bentuk KTUN sangat beraneka ragam. Contoh: SK Pengangkatan PNS, SKKB, Akta Kelahiran, SIM, sertifikat tanah, dsb.

KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ada 10 jenis ketetapan: 
1. Ketetapan Tetap.
Suatu ketetapan yang terus berlaku sebelum terjadi penggantian, misal surat IMB, SK pengangkatan Pegawai Negeri.

2. Ketetapan Sepintas Lalu.
Suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku hanya untuk sementara waktu, misalnya izin dari kepolisian untuk menggunakan badan jalan bagi suatu acara tertentu.

3. Ketetapan Positip.
Suatu ketetapan yang menimbulkan hubungan hukum, misalnya SK pengangkatan pegawai negeri.

Ketetapan positif: menimbulkan hak & kewajiban bagi yg dikenai ketetapan.

1) yg menetapkan keadaan hukum baru pada umumnya;

2) yg menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu obyek;

3) yg membentuk / membubarkan suatu badan hukum;

4) yg memberikan beban (kewajiban)

4. Ketetapan Negatif.
Suatu ketetapan yang menghilangkan hubungan hukum, misalnya SK PHK.  
5. Ketetapan Fotografis.

Suatu ketetapan yang berlaku secara terus menerus, misalnya ijazah.

6. Konsensi.
Suatu pemberian sebagian kedaulatan negara kepada swasta, misalnya izin mengelola pelabuhan, izin pengelolaan pertambangan.

7. Lisensi.
Izin untuk memproduksi suatu barang tertentu.
8. Ketetapan Deklarator, yaitu ketetapan yang hanya menyatakan hukumnya.
9. Ketetapan Konstitutif, yaitu ketetapan yang membuat hukum tertentu.
Syarat sahnya suatu beschikking:

1. Harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

2. Tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (kekhilafan, paksaan atau penipuan)

3. Harus sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Harus memperhatikan prosedur pembuatan beschikking tersebut.

Apabila ketetapan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang mengadilinya adalah PTUN ( PT TUN ( MA

Ad.2. Peraturan

Adalah keputusan aparat atau administrasi negara yang mengikat siapa saja. Dan apabila peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka yang berhak mengadilinya adalah Mahkamah Agung. Sementara apabila peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang berhak mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi.
Jenis peraturan perundang-undangan:

· Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara sebagai syarat supaya mempunyai kekuatan mengikat.
· Lembaran Negara adalag lembaran resmi yang dikeluarkan negara sebagai tempat mengundangankan peraturan perundang-undangan.

· Tambahan Lembaran Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan negara yang berisi penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam LN.

· Berita Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang tidak diumumkan dalam LN dan TLN.

Ad.3. Perbuatan moril

Adalah perbuatan aparat administrasi secara pribadi (tidak mengikat secara umum), yang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri.
BELEID/ DISKRESI DAN FREIES ERMESSEN
Mengacu kepada ruang lingkup kementerian sebagaimana diuraikan diatas, serta good governance, maka akan banyak perbuatan-perbuatan hukum (rechtshandelingen) serta keputusan-keputusan (beslissingen) daripada Administrasi Negara. Adapun wujud dari perbuatan hukum dan keputusan dapat berupa :
1. Penetapan (beschikking); Ini dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Namun demikian syarat utama suatu penetapan adalah tindak hukum atau perbuatan hukum (rechtshandeling) tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. Adapun yang dimaksud adalah realisasi daripada suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual dan individual. Umumnya dimuat dan dituang dalam suatu keputusan.
2. Rencana (plan), adalah seperangkat tindakan-tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. Rencana ini adalah bentuk perbuatan administrasi negara yang mencipta hubungan hukum yang mengikat antara penguasa dengan warga negaranya, yang dituangkan dalam satu keputusan administrasi negara. Hal ini untuk memastikan agar tertib keadaan yang dikehendaki benar-benar dapat terwujud, sesuai dengan peribahasa gouverner c’est prevoir yang artinya menjalankan pengurusan atau pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang akan atau harus dilakukan. Dalam menetapkan rencana, pemerintah/ administrasi negara wajib mengajak berunding semua pihak/ warga, sebagai konsekuensi dari asas legitimitas, asas yuridikitas, asas legalitas, dan asas moralitas.
3. Norma Jabaran (concrete normgeving), adalah suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) daripada penguasa administasi negara untuk membuat agar suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Namun demikian nirma jabaran bukanlah penetapan, melainkan suatu sarana untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan ke dalam praktik.
4. Legislasi-Semu (Pseudo-Wetgeving); adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum dari pejabat administrasi negara yang berwenang yang dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman (richtlijnen) pelaksanaan policy (kebijkasanaan) untuk mejalankan suatu ketentuan undang-undang. Sehingga timbullah semacam “hukum bayangan” (spiegelrecht) yang membayangi undang-undang atau hukum yang bersangkutan. Legislasi-semu ini berasal dari diskresi atau freies ermessen yang dipunyai oleh administrasi negara, yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan policy pelaksanaan ketentuan undang-undang. Legislasi semu bukan hukum, hanya merupakan garis-garis pedoman intern. Namun, itu merupakan perbuatan hukum, sehingga tidak bileh melanggara asas-asas hukum, terutama persamaan hukum (gelijkheidsbeginsel) dan asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel).
Dari uraian diatas, Pemerintah dalam negara hukum modern diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangandengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya. Pemerintah dalam rangka ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak menurut inisiatif sendiri dan tidak selalu atas usul parlemen. Untuk itu kepada administrasi

negara diberikan Freies Ermessen atau pouvoir discretionaire,yaitu kemerdekaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan kekuasaan tak selalu terikat kepada produk legislasi parlemen. 
Freus Ermessen berasal dari Bahasa Jerman dan diturunkan dari kata frei dan freire yang artinya bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Sementara itu, kata Ermessen mengandung arti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Jadi, secara etimologis freies Ermessen dapat diartikan sebagai “orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.” 

Selain itu, istilah tersebut sepadan dengan discretionaire yang artinya menurut kebijaksanaan dan sebagai kata sifat berarti, menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat dengan undang-undang. Menurut Prajudi Atmosudirjo, diskresi artinya pejabat atau penguasa negara tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya” dan oleh karena itu, diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yurikditas dan asas legalitas. Senada dengan pendapat tersebut,  Sjahran Basah mengatakan bahwa diperlakukannya freies Ermessen oleh administrasi negara dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang timbul tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat dan membuat penyelesaian. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehubungan dengan hal ini, Hans J. Wolf mengatakan bahwa freies Ermessen tidak boleh diartikan secara berlebihan seakan-akan badan atau pejabat administrasi negara boleh bertindak sewenang-wenang atau tanpa dasar dan dengan dasar-dasar yang tidak jelas ataupun dengan pertimbangan yang individual-subjektif. Sebagai implikasi diberikan freies Ermessen kepada administrasi negara, maka administrasi negara memiliki pouvoir discretionaire dan oleh karena itu dapat bertindak sebagai vrijbestuur. Ada 3 implikasi yang timbul di bidang legislasi, yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan parlemen meskipun daya lakunya dibatasi kurun waktu tertentu), hak delegasi (membuat peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang) dan droit function (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif).

Fatwa


Secara istilah. Kata fatwa berasal dari pendapat (tidak mengikat) para ulama - seperti Majelis Ulama Indonesia - tentang permasalahan hukum Islam (syariah). Akan tetapi, istilah ini juga dapat mengacu kepada opini hukum atau interpretasi mengenai permasalahan hukum tertentu yang menimbulkan ketidakjelasan. Opini hukum ini dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. 

Menurut Prof. Bagir Manan Maksud fatwa MA hanya pendapat hukum MA, jadi bukan hukum. Sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, fatwa adalah pendapat yang diberikan kepada yang meminta pendapat itu. Jadi kepentingannya semata-mata kepentingan yang meminta. Namun demikian, pendapat MA mempunyai refleksi terhadap kepentingan publik. Menurutnya, satu hal yang ditujukan kedalam mungkin saja mempunyai refleksi keluar.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam memberikan fatwa atau pertimbangan hukum didasarkan kepada Pasal 37 UU NO. 14 Tahun 1987 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain

Pertimbangan Hukum atau selanjutnya disebut fatwa memiliki sifat sebagai nasehat, atau sesuatu yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Artinya Fatwa bukanlah Hukum, meskipun demikian fatwa merupakan perbuatan hukum daripada administrasi Negara, yang memiliki akibat hukum. Apabila mengacu kepada apa yang telah ditulis dalam bab ini, maka fatwa ini mirip sekali dengan legislasi-semu (pseudo-wetgeving). Menurut penulis, fatwa MA hampir serupa dengan diskresi hukum. Hal ini didasarkan atas pendapat Aharon Barak yang mengatakan :

the power the law gives the judge to choose among several alternatives, each of them being lawful or to choose among a number of lawful option
F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Apakah bedanya beschikking dengan Fatwa.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan freies ermessen.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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